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2. diketahui bahwa undang-undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk 

mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari: Undang-Undang 

Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tidak 

cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet, tidak mengatur jalan 

keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet, tidak 

menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana 

keterlibatannya, dan  tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada 

komisaris bank sebagai badan pengawas. maka dari itu diharapkan 

kedepannya akan ada perbaikan atau penambahan poin-poin penting dalam 

Undang-Undang yang berkaitan dengan Perbankan. 
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